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1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan
Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang
dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

2.1 Mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penilaian Usulan Program
Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota mencapai sasaran dan tepat guna.

2.2 Agar pelaksanaan kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan efektif dan efisien,
serta sesuai dengan peraturan, persyaratan perundang-undangan.

3. Acuan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Usulan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRT/M/2016,
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

4. Definisi
4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang
Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk
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